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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP 

DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

A.  Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Lingkungan Hidup 

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, 

begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti 

hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup 

lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.  

Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu 

ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak 

hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk 

uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup 

bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk 

hidup tersebut.
14

 

Lingkungan  adalah  seluruh  faktor  luar  yang  memengaruhi  suatu 

organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau  

variabel-variabel  yang  tidak  hidup  (abiotic  factor).
15

  Dari  hal  inilah 

kemudian  terdapat  dua  komponen  utama  lingkungan,  yaitu: a)  Biotik: 

                                                           
14

       Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup, Djembatan, Jakarta, 2001, Hlm. 51-52. 
15

       Mulyanto. Ilmu Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, Hlm. 1. 
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Makhluk  (organisme)  hidup;  dan  b)  Abiotik:  Energi,  bahan  kimia,  dan lain-

lain.
16

 

Interaksi-interaksi antara  organisme-organisme  dengan  kedua faktor 

biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan  unsur  

lingkungan  hidup  yang  merupakan  kesatuan  utuh menyeluruh dan saling  

memengaruhi  dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 

lingkungan hidup.
17

 

Namun,  pada  hakikatnya  keseimbangan  alam  (balance  of  nature) 

menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat 

dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat  dalam  

beberapa  ekosistem  secara  gradual  selalu  berubah karena  adanya  perubahan  

komponen  lingkungan  fisiknya.  Tumbuhan dan  hewan  dalam  ekosistem  juga  

berubah  karena  adanya  kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan 

perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia memunyai kemampuan 

untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.
18

 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain.  

                                                           
16

       Agoes  Soegianto,  Ilmu  Lingkungan,  Sarana  Menuju  Masyarakat  Berkelanjutan,  

Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm. 1.          
17

       Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
18

       Agoes Soegianto, op.cit, Hlm. 39. 
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Menurut  Otto Soemarwoto  sifat  lingkungan  hidup ditentukan oleh 

bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing  jenis  

unsur  lingkungan  hidup  tersebut.  Dengan  mudah  dapat kita  lihat,  suatu  

lingkungan  hidup  dengan  10  orang  manusia,  seekor anjing, tiga ekor burung 

perkutut, sebatang pohon kelapa dan sebuah bukit  batu  akan  berbeda  sifatnya  

dari  lingkungan  hidup  yang  sama besarnya  tetapi  hanya  ada  seorang  

manusia,  10  ekor  anjing,  tertutup rimbun  oleh  pohon  bambu  dan  rata  tidak  

berbukit  batu.  Dalam golongan jenis unsur lingkungan hidup termasuk pula zat 

kimia.   

Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup 

itu. Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat delapan buah kursi, empat buah meja 

dan empat buah pot dengan tanaman kuping gajah. Dalam  ruangan  itu  delapan  

kursi  diletakan  sepanjang  satu  dinding, dengan sebuah meja di muka setiap dua 

kursi dan sebuah pot di atas masing-masing  meja.  Sifat  ruangan  berbeda  jika  

dua  kursi  dengan sebuah  meja  diletakan  di  tengah-tengah  masing -masing  

dinding  dan sebuah pot di masing-masing sudut.  

Hal serupa berlaku  juga untuk  hubungan atau  interaksi sosial dalam 

hal unsur-unsur itu terdiri atas benda hidup  yang mobil,  yaitu manusia  dan  

hewan.  Dengan  demikian  lingkungan  hidup  tidak  saja menyangkut  komponen  

biofisik,  melainkan  juga  hubungan  sosial budaya manusia.  

Ketiga,  kelakuan  atau  kondisi  unsur  lingkungan  hidup. Misalnya,  

suatu  kota  yang  penduduknya  aktif  dan  bekerja  keras merupakan  lingkungan  

hidup  yang  berbeda  dari  sebuah  kota  yang serupa,  tetapi  penduduknya  santai  
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dan  malas.  Demikian  pula  suatu daerah  dengan  lahan  yang  landai  dan  subur  

merupakan  lingkungan yang berbeda dari daerah dengan lahan yang berlereng 

dan tererosi.  

Keempat, faktor non-materil suhu, cahaya dan kebisingan. Kita dapat  

dengan  mudah  merasakan  ini.  Suatu  lingkungan  yang  panas, silau  dan  bising  

sangatlah  berbeda  dengan  lingkungan  yang  sejuk, cahaya yang cukup, tapi 

tidak silau dan tenang.
19

 

Untuk  memberikan  gambaran  yang  tepat  dan  jelas,  maka  perlu 

adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, sehingga  

tidak  terjadi  perbedaan  dalam  penafsiran  hal  tersebut.  Oleh karena  itu,  

beberapa  pakar  lingkungan  memberikan  definisi  tentang lingkungan dan 

lingkungan hidup, antara lain:
20

  

Otto Soemarwoto : 

“Lingkungan  adalah  jumlah  benda  dan  kondisi  yang  ada  

dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan 

kita". 

S.J. MC Naughton dan Larry L. Wolf : 

“Lingkungan  hidup  adalah  semua  faktor  eksternal  yang  

bersifat biologis  dan  fisika  yang  langsung  memengaruhi  

kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi 

organisme”.  

 

                                                           
19

       Otto Soemarwoto, op.cit, Hlm. 53-54. 
20

       Juwita, Pengertian  Lingkungan  Hidup  menurut  Beberapa  Ahli,  

http://www.juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurut-

beberapaahli.html?m=1  Diakses pada Kamis 15 Oktober 2015, pkl. 01.00 Wib. 
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Michael Allaby : 

“Lingkungan  hidup  diartikan  sebagai:  The  physical,  

chemical, and biotic condition surrounding and organism (fisik, 

kimia, dan kondisi biotik organisme di sekitar)”.
21

 

Munadjat Danusaputro : 

“Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk 

Di dalamnya  manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat 

dalam ruang  tempat  manusia  berada  dan  memengaruhi  

hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”. 

Sri Hayati : 

"Lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua 

benda dan  keadaan  makhluk  hidup,  termasuk  di  dalamnya  

manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan 

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. 

Jonny Purba : 

“Lingkungan  hidup  adalah  wilayah  yang  merupakan  tempat 

berlangsungnya  bermacam - macam  interaksi  sosial  antara 

berbagai kelompok  beserta pranatanya dengan simbol dan 

nilai”. 

Jika  disimak  berbagai  pengertian  di  atas, dapat  dikatakan  bahwa 

lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L.Bernard 

memberikan  pembagian  lingkungan  ke  dalam  4 (empat) bagian  besar,yakni: 
22

 

                                                           
21

       Kamus Inggris-Indonesia, New Webster’s Pocket Dictionary, Tangerang, Karisma Publishing 

Group. 
22

  NHT Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, Hlm. 3. 
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a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari 

gaya  kosmik  dan fisiogeografis  seperti  tanah,  udara,  laut,  radiasi, 

gaya tarik, ombak, dan sebagainya. 

b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuau yang bersifat biotis 

berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga 

disini  lingkungan  prenatal,  dan  proses-proses  biologi  seperti 

reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya. 

c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu : 

i. Lingkungan  fisiososial  yaitu  meliputi  kebudayaan  

materiil  (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, 

dan lain-lain, 

ii. Lingkungan biososial,  yaitu  manusia  dan  interaksinya 

terhadap sesamanya  dan  tumbuhan  beserta  hewan  

domestik  dan  semua bahan  yang  digunakan  manusia  

yang  berasal dari  sumber organik, dan 

iii. Lingkungan  psikososial,  yaitu  yang  berhubungan  

dengan  tabiat batin  manusia  seperti  sikap,  

pandangan,  keinginan,  dan keyakinan.  Hal  ini  

terlihat  melalui  kebiasaan,  agama,  ideologi, bahasa, 

dan lain-lain. 

d. Lingkungan  komposit,  yaitu  lingkungan  yang  diatur  secara 

institusional,  berupa lembaga-lembaga  masyarakat,  baik  yang 

terdapat di daerah kota atau desa. 
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2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup 

Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  pada  tahun 2002, selain 

penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga peningkatan 

status  lingkungan  hidup  dikaitkan  dengan  hak -hak  asasi manusia yang 

dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
23

  

Ketentuan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945  yang  mengatur  tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) 

pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa : 

“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, 

bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang 

baik  dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa:   

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  

berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  

kemandirian,  serta dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  

dan  kesatuan  ekonomi nasional”.  

 

Pembukaan  UUD  NRI  1945  menegaskan  kewajiban  Negara  dan 

tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia.  

Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, berarti  hak  untuk  memperoleh  lingkungan  

                                                           
23

       Jimly  Asshiddiqie,  Green  Constitution:  Nuansa  Hijau  UUD  NRI  Tahun  1945, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 79. 
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hidup  yang  baik  dan  sehat serta  pelayanan  kesehatan  yang  baik,  merupakan  

Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Karena  itu,  Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 jelas  sangat  pro  lingkungan  hidup, sehingga 

dapat disebut sebagai konstitusi hijau (Green Constitution).
24

 

Perhatian negara-negara di dunia termasuk  Indonesia  terhadap 

lingkungan  hidup  baru  bangkit  setelah  Konferensi  Stockholm  1972. Bahkan 

Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup 

sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluh 

tahun, yaitu tahun 1982. Undang-Undang itu ialah Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1982.
25

 Undang-Undang  Nomor 4 Tahun  1982 tentang Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku lebih kurangnya 15  tahun.  

Untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman  dan kebutuhan lingkungan 

yang begitu pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami 

pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor  23  Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya setelah berlakunya 

Undang-Undang ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang sama  demi  

mengakomodir  tuntutan  globalisasi  zaman  maka  pada tanggal  3  Oktober  

2009  disahkanlah  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
26

  

Perbedaan mendasar antara UUPLH dengan UUPPLH ini adalah 

adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan 

                                                           
24

       Jimly Asshiddiqie, op.cit.  
25

       Ibid. 
26

       Hermin  Kadiati  Koeswadji,  Hukum  Pidana  Lingkungan,  Citra  Aditya  

Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 129. 
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lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya 

kejelasan kewenangan antara pusat  dan  daerah  UUPPLH  tersebut  berlaku  

sebagai  payung  atau umbrella act  atau  umbrella provision atau dalam ilmu 

hukum disebut kaderwet atau raamwet, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya 

saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya.  

Peraturan  yang  dimaksud  telah  berkembang  dari hari  ke  hari  yang  dilakukan  

oleh  instansi  Kementerian  dan Non Kementerian di bawah Koordinasi 

Kementerian Lingkungan  Hidup. Penjabaran  asas  dan  tujuan  pengelolaan  

lingkungan  hidup  ini  telah dilakukan  dalam  berbagai  ketentuan  perundang-

undangan di  bidang pengelolaan berbagai sumber daya.
27

 

Selain  itu,  menurut  UUPPLH  ini  terdapat  delapan  hak  atas 

lingkungan yang diatur, yaitu : 

1. Pasal  65  ayat  (1)  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  lingkungan yang 

baik dan sehat sebagai bagian dari HAM, 

2. Hak  mendapatkan  pendidikan  lingkungan  hidup  ( Pasal  65  ayat (2) ) 

3. Hak akses informasi ( Pasal 65 ayat (2) ), 

4. Hak akses partisipasi ( Pasal 65 ayat (2) ), 

5. Hak  mengajukan  usul  atau  keberatan  terhadap  rencana  usaha 

dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (3) ), 

6. Hak  untuk  berperan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan 

hidup ( Pasal 65 ayat (4) ), 

                                                           
27

      Mohammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan,  Nekamatra,  2010,  Hlm. 63.  
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7. Hak  untuk  melakukan  pengaduan  akibat  dugaan  pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (5) ), dan 

8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata  

dalam  memperjuangkan  hak  atas  lingkungan  yang  baik dan sehat 

(Pasal 66). 

Semua  pengaturan  tentang  lingkungan  hidup  pada  dasarnya 

dimaksudkan agar  alam  dapat  dimanfaatkan  bagi  kepentingan kesejahteraan 

umat manusia pada saat ini dan juga yang tidak kalah pentingnya  adalah  untuk  

kepentingan  kesejahteraan  umat  di  masa mendatang  (sustainable  

development).  Dengan  kata  lain pembuatan UUPPLH serta aturan sektoral 

lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan lingkungan.
28

 

3. Manfaat dan Resiko Lingkungan Dalam Pembangunan 

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur 

lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling 

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 

lingkungan hidup. 

Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup.  

Interaksi  antara  pembangunan  dan  lingkungan  hidup membentuk sistem 

ekologi yang disebut ekosistem. 

Pembangunan  bertujuan  untuk  menaikan  tingkat  hidup  dan 

kesejahteraan  rakyat. Dapat  pula  dikatakan  pembangunan  bertujuan untuk 

menaikan mutu hidup rakyat. Karena mutu hidup dapat diartikan sebagai  derajat  

                                                           
28

       Syahrul Machmud,  Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha  

Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm. 3. 
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dipenuhinya  kebutuhan  dasar,  pembangunan  dapat diartikan  sebagai  usaha  

untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  rakyat dengan  lebih  baik.  Kebutuhan  dasar  

merupakan  kebutuhan  yang esensial untuk kehidupan kita. Kebutuhan dasar 

terdiri atas tiga bagian, yaitu  kebutuhan  dasar  untuk  hayati,  kebutuahan  dasar  

untuk kelangsungan  hidup  yang  manusiawi,  dan  derajat  kebebasan  untuk 

memilih.  Banyak  jenis  kebutuhan  dasar  untuk  banyak  anggota masyarakat 

kita masih belum terpenuhi dengan baik. Misalnya pangan, air  bersih,  

pendidikan,  pekerjaan,  dan  rumah  masih  belum  dapat tersedia  dengan  cukup,   

30 tahun yang lalu. Dengan masih belum  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  itu,  

mutu  lingkungan  hidup banyak rakyat masih belum baik. Karena itu masih harus 

diteruskan. 

Dalam  usaha  memperbaiki  mutu  hidup,  harus  dijaga  agar 

kemampuan  lingkungan  untuk  mendukung  kehidupan  pada  tingkat yang  lebih 

tinggi tidak menjadi rusak. Sebab kalau kerusakan terjadi, bukannya perbaikan 

mutu  hidup  yang  akan dicapai,  melainkan  justru kemerosotan.  Bahkan  bila  

kerusakan  terlalu  parah,  dapatlah  terjadi kepunahan kehidupan kita sendiri atau 

paling sedikit ekosistem tempat kita  hidup  dapat  mengalami  keambrukan  yang  

akan  mengakibatkan banyak  kesulitan.  Pembangunan  demikian  bersifat  tidak 

berkelanjutan.
29

 

Pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi manusia, 

melainkan  juga  membawa  resiko  terhadap  lingkungan.  Misalnya sungai 

dibendung yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, bertambahnya 

                                                           
29

       Otto Soemarwoto, op.cit, Hlm. 158-159. 
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air untuk pengairan  sawah dan terkendalinya banjir. Resikonya  ialah  

tergenangnya  kampung  dan  sawah,  tergusurnya penduduk, dan kepunahan jenis 

tumbuhan dan hewan. 

Pembangunan yang terjadi  sekarang  ini  di  Indonesia  adalah 

pembangunan  di sektor  industri, dimana pembangunan di sektor industri ini 

secara  tidak  langsung  merupakan salah satu  faktor yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, dalam pembangunan industri ini 

seringkali kurang memperhatikan lingkungan dalam pelaksanaanya seperti, 

industri yang membuang limbah  tanpa  pengolahan  terlebih dahulu  sehingga  

dapat mencemari lingkungan, serta penggunaan AMDAL pada saat akan 

dibangunnya suatu industri. 

B. Pencemaran Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup 

Pencemaran  lingkungan  hidup  menurut  Undang-undang  Nomor  32 

Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) adalah  “masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu.  

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari 

bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari 

kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari 

bahan-bahan pencemar atau polutan. Polutan adalah suatu zat atau bahan yang 

kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak 

tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan, misalnya bahan kimia, 
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debu, panas dan suara. Polutan tersebut dapat menyebabkan lingkungan menjadi 

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan akhirnya malah merugikan 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan lingkungan yang terkena 

polutan (tempat terjadinya), pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 

macam yaitu : 

1. Pencemaran Udara 

Adalah peristiwa masuknya, tercampurnya, polutan (unsur-unsur 

berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat 

mengakibatkan menurunnya kualitas udara atau lingkungan. 

2. Pencemaran Air 

Adalah penambahan zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat 

menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan 

manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia 

yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih. 

3. Pencemaran Tanah 

Adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, 

industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak dapat diuraikan 

oleh mikroorganisme. 

2. Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup 

Pengertian perusakan  lingkungan  menurut  Pasal  1  ayat  (17) 

UUPPLH adalah   
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“Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat 

fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui 

kriteria baku kerusakan  lingkungan  hidup”.  

Penyusunan  Rancangan  Undang-undang  (RUU)  Lingkungan Hidup  

telah  dimulai  pada  Tahun  1976  dan  ditingkatkan  dengan dibentuknya 

Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam Pengelolaan Sumber 

Alam dan Lingkungan Hidup dalam Bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara. 

Selain itu untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan 

hidup dengan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan.Maksudnya adalah 

agar pembangunan industri di setiap wilayah harus memperhatikan kelestarian 

lingkungan hidup. 

Dalam usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia memiliki 

Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

     Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup merupakan suatu ancaman 

yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, untuk itu perlu 

dibuatnya aturan larangan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :  
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1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatanmelanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lainatau lingkungan 

hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. 

2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk 

usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak 

melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. 

3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari 

keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 

4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah konsekuensi dari 

prinsip bahwa untuk melestarikan guna menunjang pembangunan yang 

berkesinambungan. Oleh karena itu wajar apabila mereka yang melanggar wajib 

membayar ganti kerugian. Barang siapa yang melanggar yang berhubungan 

dengan hukum lingkungan wajib dikenakan sanksi Pasal 87 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Pasal 1245, Pasal 1365, dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(BW). 

Selain membayar ganti kerugian terhadap korban pencemaran, pihak 

industri yang melanggar juga mempunyai tanggung jawab mutlak, hal ini sesuai 

dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : 
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“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau 

mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman 

serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak 

atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur 

kesalahan”. 

 

Pengertian  perusakan  lingkungan  menurut  Pasal  1  ayat  (17) 

UUPPLH  adalah “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat 

fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku 

kerusakan  lingkungan  hidup”.  

Penyusunan  Rancangan  Undang-undang  (RUU)  Lingkungan Hidup  

telah  dimulai  pada  Tahun  1976  dan  ditingkatkan  dengan dibentuknya 

Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam Pengelolaan Sumber 

Alam dan Lingkungan Hidup dalam Bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara.
30

 

Selain itu untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan 

hidup dengan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Maksudnya adalah 

agar pembangunan industri di setiap wilayah harus memperhatikan kelestarian 

lingkungan hidup. 

Dalam usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia memiliki 

Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-Undang 

                                                           
30

       Koesnadi  Hardjasoemantri,  Hukum  Tata  Lingkungan,  Edisi  Ketujuh  Cetakan  

Keempat Belas, Gadjah Mada University Press, 1999, Hlm. 60-61. 
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Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup merupakan suatu ancaman 

yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, untuk itu perlu 

dibuatnya aturan larangan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :  

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatanmelanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lainatau 

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan 

tertentu. 

(2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan 

bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar 

hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban 

badan usaha tersebut. 

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari 

keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Kewajiban untuk  memberikan  ganti kerugian adalah konsekuensi dari 

prinsip bahwa untuk melestarikan guna menunjang pembangunan yang 

berkesinambungan. Oleh karena itu wajar apabila mereka yang melanggar wajib 
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membayar ganti kerugian. Barang siapa yang melanggar yang berhubungan 

dengan hukum lingkungan wajib dikenakan sanksi Pasal 87 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Pasal 1245, Pasal 1365, dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(BW). 

Selain membayar ganti kerugian terhadap korban pencemaran, pihak 

industri yang melanggar juga mempunyai tanggung jawab mutlak, hal ini sesuai 

dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : 

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau 

mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman 

serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak 

atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur 

kesalahan”. 

C.  Amdal ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ) 

Pada  dasarnya  semua  usaha  dan  kegiatan  pembangunan 

menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan  hidup.  Dari  perencanaan awal  

suatu  usaha  atau  kegiatan  pembangunan  sudah  harus  memuat perkiraan 

dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, 

termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana 

tersebut perlu dibuat analisis  mengenai dampak lingkungan.
31

 

Amdal  adalah  proses  resmi  untuk  memperkirakan  apakah  suatu 

usaha  dan/atau  kegiatan  akan  menimbulkan  dampak-dampak lingkungan,  

                                                           
31

       Muhammad  Erwin,  Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Kebijaksanaan Pembangunan 

Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 79. 
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seperti  pada  kehidupan  manusia,  sumber  daya  alam,  air, udara, lahan dan 

satwa liar. Amdal ini diberlakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia, 

dengan  memberlakukan  peraturan  dan membentuk  instansi-instansi  yang  

bertanggung  jawab  pada pelaksanaannya. 

Jika  Indonesia  memunyai  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan 

(Amdal),  yang  diharuskan  dibuat  jika  sesorang  ingin  mendirikan  suatu 

proyek  yang  diperkirakan  akan  memberikan  dampak  besar  dan  penting 

terhadap  lingkungan,  Belanda  pun  memunyai  milieu  effect  apportage 

disingkat m.e.r. Sebenarnya Indonesia dan Belanda bukanlah penemu sistem  ini,  

tetapi  ditiru  dari  Amerika  Serikat  yang  diberi  nama Environmental Impact 

Assesment disingkat EIA.
32

 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (1) menyatakan : 

“Analisis Mengenai Dampak Lingkunga Hidup (AMDAL) 

adalah  kajian  mengenai  dampak  besar  dan  penting  suatu 

usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada lingkungan 

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan  

tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau kegiatan”. 

 

AMDAL  suatu  usaha  atau  kegiatan  bersifat  terbuka  untuk umum  

dan  diketahui  oleh  masyarakat  serta  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Sebab  

sejak  awal  proses  pembuatan  dokumen AMDAL, melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1999  tentang  Analisis 

Mengenai Dampak Lingkunga Hidup, Pasal 33 ayat (1) menyatakan : 
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       Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 37. 
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“Setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  sebagaimana dimaksud  

dalam  Pasal  3  ayat  (2)  wajib  diumumkan terlebih  dahulu  

kepada  masyarakat  sebelum pemrakarsa  menyusun  analisis  

mengenai  dampak lingkungan hidup”. 

Sedangkan Pasal 34 ayat (1) menyatakan : 

“Warga  masyarakat  yang  berkepentingan  wajib dilibatkan  

dalam  proses  penyusunan  kerangka  acuan, penilaian 

kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup,  rencana  

pengelolaan  lingkungan  hidup,  dan rencana pemantauan 

lingkungan hidup”. 

 

Pedoman  penyusunan  Kerangka  Acuan  Analisis  Dampak 

Lingkungan  (KA-ANDAL),  Analisis  Dampak  Lingkungan  (ANDAL), 

Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  (RKL)  dan  Rencana  Pemantauan 

Lingkungan (RPL) didasarkan kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia No. 14 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

AMDAL,  yang  menyatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan Pedoman  Umum 

Penyusunan AMDAL adalah keseluruhan proses yang berturut-turut meliputi : 

1) Penyusunan  Kerangka  Acuan  Analisis  Dampak  Lingkungan  (KAANDAL). 

2) Penyusunan  Analisis  Dampak  Lingkungan  (ANDAL),  Rencana Pengelolaan  

Lingkungan  (RKL)  dan  Rencana  Pemantauan  Lingkungan (RPL). 

Menurut  ketentuan  operasional  (Peraturan  Pelaksanaan)  terdapat 

masalah  hukum  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  dalam  proses  pengambilan 

keputusan (decision making process) yang berkaitan dengan Pasal 18, menurut 

Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (1) menyatakan : 
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“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting 

terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. 

Sedangkan  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1999 

tentang AMDAL, Pasal 11 ayat (1) menyatakan : 

Komisi  penilai  pusat  berwenang  menilai  hasil analisis  mengenai  

dampak  lingkungan  hidup  bagi jenis  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  memenuhi 

kriteria : 

a. Usaha  dan/atau  kegiatan  bersifat  strategis  dan/atau menyangkut 

ketahanan dan keamanan negara; 

b. Usaha  dan/atau  kegiatan  yang  lokasinya  meliputi lebih dari satu 

wilayah propinsi daerah tingkat I; 

c. Usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berlokasi  di  wilayah sengketa 

dengan negara lain; 

d. Usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berlokasi  di  wilayah ruang lautan; 

e. Usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berlokasi  di  lintas batas  negara  

kesatuan  Republik  Indonesia  dengan negara lain. 

Pertimbangan  untuk  menentukan  kriteria  adanya  dampak  besar dan 

penting suatu usaha dan/atau kegiatan ditentukan oleh:
33

 

a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak; 

b. Luas wilayah persebaran dampak;        

c. Intensitas dampak dan lamanya dampak berlangsung; 

d. Banyaknya  komponen  lingkungan  yang  lain  yang  akan  terkena 

dampak; 
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e. Sifat kumulatif dampak; 

f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak. 

Dalam pemberian izin untuk  mendirikan  suatu  perusahaan  atau  

industri,  apabila  tidak dilengkapi  dengan  AMDAL  dapat  dikenakan  sanksi  

kepada  yang memberikan  izin  tersebut.  Hal  tersebut  tercantum  dalam 

UndangUndang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindunghan  dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 112 yang menyatakan : 

“Setiap  pejabat  berwenang  yang  dengan  sengaja tidak  melakukan  

pengawasan  terhadap  ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

terhadap peraturan  perundangundangan  dan  izin  lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan  lingkungan  yang  mengakibatkan 

hilangnya  nyawa  manusia,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 1 

(satu) tahun atau denda paling banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta 

rupiah)”. 

D. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah  

umat  manusia.  Konsep  Negara  berkembang  mulai  dari bentuknya  yang  

paling  sederhana  sampai  ke  yang  paling  kompleks  di zaman sekarang. 

Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat,  Negara  selalu  

menjadi  pusat  perhatian  dan  objek  kajian bersamaan dengan berkembangnya 

ilmu pengetahuan umat manusia.
34
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Negara  sebenarnya  merupakan  konstruksi  yang  diciptakan  oleh 

umat  manusia  (human  creation)  tentang  pola  hubungan  antarmanusia dalam 

kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk  maksud  

memenuhi  kepentingan  dan  mencapai  tujuan  bersama. Apabila  perkumpulan  

orang  bermasyarakat  itu  diorganisasikan  untuk mencapai  tujuan  sebagai  satu  

unit  pemerintahan  tertentu,  maka perkumpulan  itu  dapat  dikatakan  

diorganisasikan  secara  politik,  dan disebut  body  politic  atau  negara  (state)  

sebagai a society  poltically organized.
35

 

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan 

memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk 

suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Indonesia pun  sebagai  sebuah  

Negara, memiliki  tujuan  yang tercantum dalam  Pembukaan UUD NRI 1945 

pada alinea ke-4  yang menyatakan bahwa : 

“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  

pemerintahan Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  

bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  

untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  

yang  berdasarkan  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial  

maka  disusunlah  kemerdekaan kebangsaan  Indonesia  itu  

dalam  suatu  Undang-undang  Dasar Negara Republik 

Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara  

Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar 

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil 

dan Beradab,  Persatuan  Indonesia,  dan  Kerakyatan  yang  

dipimpin oleh  Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan  

Perwakilan  serta dengan  mewujudkan  Keadilan  Sosial  bagi  

Seluruh  Rakyat Indonesia”. 

 

Dalam  hal  pengelolaan  lingkungan  hidup,  Negara  dalam  hal  ini 

diwakili oleh pemerintah memiliki kewajiban atas pemenuhan hak atas 
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lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana tercantum  pada Pasal 28H 

ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, 

bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  

baik  dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

Bentuk  kewajiban  atas  pemenuhan  hak  atas  lingkungan  hidup yang 

baik dan  sehat, dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kewenangan  

kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakannya. 

Lebih  lanjut,  tugas  dan  kewenangan  pemerintah  terdapat  pada 

ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa : 

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, Pemerintah bertugas 

dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan nasional; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; 

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 

e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; 

f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas 

rumah kaca; 

g. mengembangkan standar kerja sama; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakanpengendalian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup; 
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i. menetapkan dan melaksanakan kebijakanmengenai sumber daya alam 

hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan 

keamanan hayati produk rekayasa genetik; 

j. menetapkan dan melaksanakan kebijakanmengenai pengendalian dampak 

perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; 

k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta 

limbah B3; 

l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan 

lingkungan laut; 

m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; 

n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; 

o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan 

perundang- undangan; 

p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 

q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian 

perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa; 

r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan 

masyarakat; 

s. menetapkan standar pelayanan minimal; 
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t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat 

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; 

v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan 

teknologi ramah lingkungan hidup; 

w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 

x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; 

y. menerbitkan izin lingkungan; 

z. menetapkan wilayah ekoregion; dan 

aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. 

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi 

bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; 

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; 

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah 

kaca pada tingkat provinsi; 

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; 
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h. melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap pelaksanaan kebijakan, 

peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian 

perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; 

l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada 

kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; 

m. melaksanakan standar pelayanan minimal;  

n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat 

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada 

tingkat provinsi; 

o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; 

p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah 

lingkungan hidup; 

q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 

r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan 

s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. 
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(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 

kabupaten/kota bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; 

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

kabupaten/kota; 

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; 

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah 

kaca pada tingkat kabupaten/kota; 

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan 

perundang- undangan; 

j. melaksanakan standar pelayanan minimal;  

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat 

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada 

tingkat kabupaten/kota; 

l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 

lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 
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n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 

o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan 

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 

kabupaten/kota. 

Kelembagaan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Daerah  Provinsi 

yang bertumpu  pada  pundak  Gubernur  akan  senantiasa  dilimpahkan kepada 

Perangkat Daerah berupa “Dinas Daerah” dan “Lembaga Teknis Daerah” 

(Berdasarkan  Pasal  120-125 Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah) sebagai  instansi  yang  diberi  tugas dan fungsi
36

  untuk 

melakukan pengelolaan lingkungan di Daerah Provinsi.
37

 

Kelembagaan  sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  berbentuk Dinas 

atau Badan, dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)  

Provinsi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  pengelolaan lingkungan hidup dan 

pengendalian dampak lingkungan. Dimana Badan Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi  memunyai  tugas  merumuskan  kebijakan  teknis  dan  kordinasi 

pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pengendalian  dampak 

lingkungan  hidup  yang  bersifat  lintas  Daerah  Kabupaten  dan  Daerah Kota. 

Adapun beberapa fungsi yang dilakukan oleh BLHD Provinsi yaitu:
38

  

a. Perumusan  kebijakan  teknis  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan 

pengendalian dampak lingkungan hidup; 

                                                           
36

       Dalam kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition),  Surabaya, Reality Publisher, 

2009.  
37

       Suparto  Wijoyo,  Hukum  Lingkungan:  Kelembagaan  Pengelolaan  Lingkungan  di  

Daerah, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, Hlm. 67. 
38

       Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004. 
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b. Pengkoordinasian  dalam  penyusunan  program,  pengawasan, 

pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang  pengelolaan  lingkungan  

hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas daerah 

Kabupaten dan Daerah Kota; 

c. Pengkoordinasian  dalam  penyusunan  program,  pengawasan, 

pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang  pengelolaan  lingkungan  

hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor; 

d. Fasilitasi Daerah Kabupaten dan Daerah  Kota di bidang pengelolaan 

lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup; 

e. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

f. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup; 

g. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; 

h. Pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

E. Hak dan Kewajiban Penggugat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, hak 

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi 

semua manusia dan mahluk hidup yang ada di dunia. 
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Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal yang sangat 

penting bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga kewajiban untuk menjaga 

lingkungan merupakan kewajiban semua orang. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 

67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : 

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup” 

Sehubungan dengan hal di atas, perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk brinteraksi dengan lingkungan 

guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian 

lingkungan.
39

 

F. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa 

lingkungan hidup adalah perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang 

timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan.   

Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada 

umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber 

daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau Sengketa 

lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sengketa yang berkaitan 

dengan perlindungan lingkungan, sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan 

                                                           
39

        Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Halaman 44. 
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sumber daya alam, dan sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan 

lingkungan.  

Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada 

umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk 

memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau 

berkewajiban perusakan lingungan pada umumnya terjadi antara pihak 

pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan.
40

 

Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan di dalam dan di luar 

pengadilan. Hal ini telah dijamin dalam undang-undang yang mengatur tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) yang terdapat dalam pasal 84 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa: 

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau diluar pengadilan”.  

Hal yang sama juga diatur dalam undang-undang yang berlaku 

sebelumnya, yakni Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH 

1982). Khusus terhadap penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diluar 

pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana 

diatur dalam Pasal 85 ayat (2). 

                                                           
40

       TM. Lutfi Yazid, 1999, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute 

Resolution), Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, Surabaya, 

1999, Hal. 9. 
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1. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi) 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dikenal 

dengan istilah lain yaitu Alternative Disputes Resolution (ADR) yang pertama 

kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1967 sebagai jawaban atas reaksi 

masyarakat Amerika Serikat sendidri terhadap sistem peradilan mereka. 

Ketidakpuasaan terhadap mekanisme tersebut bersumber pada persoalan waktu 

yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan 

kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang 

rumit.
41

  

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan 

pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan 

lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 

Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak 

ketiga lainnya. 

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliisi, atau penilaian ahli.
42

 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut 

juga dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan 

                                                           
41

       H. M. Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia,  

Gentha Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 208. 
42

       Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Pasal 1 angka 10. 
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mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan 

hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat.  

Pemerintah dalam hal ini membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 

tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di 

Luar Pengadilan, yang menyatakan bahwa: 

(1)  Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau 

pemerintahdaerah.  

(2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh 

Menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang 

pengenda1ian dampak lingkungan. 

(3) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh 

Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung 

jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan. 

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk 

melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan 

efisien, mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung 

membutuhkan waktu lama, proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara 

di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian 

perkara sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan 

penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. 

 



55 
 

2.  Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) 

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan merupakan 

cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur diluar 

pengadilan tidak berhasil, seperti yang tertulis dalam pasal 84 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:  

“Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 

upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih 

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang 

bersengketa.” 

Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini, hakim 

diharapkan untuk menjalankan fungsi mediator . dengan demikian, dalam 

menjalankan tugas pokoknya, hakim memeriksa dan mengadili perkara memiliki 

dua fungsi pokok, yaitu fungsi yudikatif dan mediator.
43

  

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan 

dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan”  berdasarkan Pasal 34 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan 

melanggar hukum” (onrechtmatigedaad).  

Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam 

gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah dalam berperkara di pengadilan 

besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai 

penggugat adalah :  
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       Muhamad Erwin, Edisi revisi, op.cit, Hal. 167. 
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a. Membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, 

yaitu (1) Perbuatan harus bersifat melawan hukum; (2) Pelaku harus 

bersalah; (3) Ada kerugian; (4) Ada hubungan sebab akibat antara 

perbuatan dengan kerugian, terutama unsur kesalahan (schuld) dan 

unsur hubungan kausal. Pasal 1365 BW mengandung asas 

tanggunggugat berdasarkan kesalahan (schuld aansprakelijkheid), 

yang dapat dipersamakan dengan “Liability based on fault” dalam 

sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal 

antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak 

mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan 

membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga 

tidaklah pada tempatnya.
44

 

b. Masalah beban pembuktian (“bewijslast” atau “burde of proof”) 

yang menurut Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg 

merupakan kewajiban penggugat. Padahal dalam kasus pencemaran 

lingkungan, korban pada umumnya mengerti soal hukum dan 

seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah berada 

dalam keadaan sekarat (seperti dalam “Tragedi Ajinomoto” di 

Mojokerto). Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan 

penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan 

kebenaran gugatannya.
45
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       Siti Sundari Rangkuti, Inovasi Hukum Lingkungan Dari Ius Constitutum ke Ius 

Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, Hal. 246. 
45

       Ibid, Hal. 6. 



57 
 

Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan 

(privaatrechtelijk miliuerecht) mengenal asas tanggunggugat mutlak (strick 

liability-risico aansprakelijkheid) yang dianut pula oleh Pasal 88 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan, tanpa 

mempersoalkan kesalahan tergugat. 

 


